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BABII

PARTAI POLITIK
DAN POLA REKRUTMEN

A. Partai Politik

Definis partai politik diantaranyadikemukakan oleh Friedrich
sebaga manadikuti p Surbakti (1999) yang memberikan batasan parta
politik sebagai kelompok manusiayang terorganisasikan secarastabil
dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pe-
merintahan bagi pimpinan partai nya, dan berdasarkan kekuasaan itu
akan memberikan kegunaan materiil danidiil kepadaanggotapartanya
Dalam definis tersebut masih bersifat umum dan terdapat kelemahan
yaitu belum ditegaskannyaapa saranaresmi yangwagjib diikuti oleh
parta palitik ddam meraih kekuasaan yakni Pemilihan Umum (Pemilu).
Sgdan denganitu, Haguedan Harrop (2001), secaralebihtegasmen-
definisikan bahwapartai politik adalah organisasi permanen yang
mengikuti pemilu, bertujuan mendapatkan kewenangan menentukan
dalam sebuah negara.

Beberapailmuwan politik lainnyamemberikan definisi dengan
memberikan tekanan pada aspek keterlibatan partai politik dalam
pemilu. DiantaranyaRanney dan Kendal dalam Firmanzah (2008)
mendefinisikan partai politik sebagai sebuah grup atau kelompok
masyarakat yang memiliki otonomi tingkat tinggi untuk mencalonkan
danterlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan sertamen-
jaankan kontrol atasbirokras dan kebijakan publik. Sejalan dengan
itu, Sartori dalam Budiardjo (2008) jugamengemukakan bahwaparta
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politik ada ah suatu kel ompok poalitik yang mengikuti pemilihan umum,
danmeaui pemilihan umumitu, mampu menempatkan cdon-ca onnya
untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

B. Rekrutmen Calon Anggota L egisatif

Budiardjo (1998) menyatakan bahwasalah satu fungsi partai
politik addah rekrutmen palitik, ddam prosesini parta mencari anggota
baru dan mengajak orang-orang berbakat berpartisipas daam proses
politik untuk menjagakontinuitasdan kel estarian partai, sekaigusme-
rupakan salah satu caramenyeeks caon-caonpemimpin. Kartawijaya
& Kusumah (2003) menguitip pendapat Morlino (1995) menyebutkan
bahwasalah satu fungs partai politik adalah melakukan rekruitmen
orang-orang untuk menduduki pos-posjabatan penting di pemerinta-
han nasional, parlemen dan pemerintahan |okal. Berdasarkan dua
perdapat ini dapat dis mpulkan bahwapartai politik memang berperan
daam menyeleks orang-orang untuk untuk menduduki kurs parlemery
legidatif.

Rekrutmen legidatif menurut Hague & Harrop (2001) adalah
sebuah prosesyang dilakukan oleh partai politik dengan caramengu-
rangi sekian banyak orang berpotens untuk duduk sebagai anggota
parlemen menjadi hanyasgumlah kecil orangdari merekayang nantinya
berhak mengikuti pemilihan umum. Putnam seperti dikutip Wessdls
(1997) berpendapat bahwarekrutmen legidatif merujuk padameka
nismedan prosessaeks terhadap jutaan rakyat yang memiliki motivas
politik menjadi beberaparibu orang yang berhasil menjadi anggota
parlemen balk di tingkat |okal dannasiond. Norris(1997) menyatakan
bahwarekrutmen legidatif merujuk padatahapan yang menentukan
seorang individu bergerak naik dari level bawah menjadi anggota
parlemen.

Kemudian Norris(1997) mengemukakan 4 ha yang turut mem-
pengaruhi pelaksanaan rekrutmen calon legidatif di berbaga negara
1. Sgempoalitik (political system) suatunegara, khususnyaauran
hukum, sistem kepartaian dan sistem Pemilu yang meng-
gambarkan peluang kandidat dalam ruang pasar politik di
negaraitu.
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2. Proses rekrutmen (recruitment process) di internal partai,
terutamasekai tingkat demokratitas di interna partai dalam
pembuatan dan pel aksanaan aturan saleks kandidat legidatif.

3. Kandidat yang menawarkan diri untuk mengikuti pemilihan
(supply), berhubungan dengan tingkat motivasi dan modal
poalitik yang merekamiliki.

4. Permintaan kelompok penentu kebijakan partai (demands of
gatekeeper s—misalnya pemilih, anggota partai, donatur partai
dan pimpinan partai yang berhak menyeleks dan menentukan
hasi| seleks paracadonlegidatif.

Sdanjutnyadari empat hd tersebut, jadi atau tidaknyaseseorang
menjadi calonlegidatif tetap ditentukan ol eh parapenentu kebijakan
partai (party gatekeepers), sebaga manadikemukakan oleh Hague
dan Harrop (2001) bahwaseleks oleh parta politik yang ditujukan
mengurangi jumlah calon sesuai yang dibutuhkan tergantung pada
kemampuan cal on meyakinkan bahwamerekalayak menjadi calon
legidatif kepadapenentu kebijakan partai.

1. Penetapan Kriteria Calon Legidatif oleh I nternal Partai Politik

Norris(1997) mengemukakan bahwa parapenyeleksi calon
legidatif di internd partal biasanyamenentukan kriteriayang dianggap
paling tepat, berdasarkan kriteriaitulah dilakukan seleksi untuk
menentukan pimpinan politik, termasuk calonlegidatif. Adgpunkriteria
yang ditetapkan partai politik dalam menentukan calon legidatifnya
diberbagai negaracukup bervarias. Fukui (1997) menjelaskan bahwa
partai politik di Jepang dalam menentukan calon legidatifnyamen-
syarakantigaindikator yang harusdimiliki setigp kandidat :

1. Adarekomendas dukungan dari cabang partal politik di tingkat
lokal ataupun rekomendasi dari organisas pendukung partai;

2. Tingginyape uang menang kandidat tersebut dalam Pemilu;
3. Cdonincumbent lebih diutamakan dari pendatang baru.
Sdanitu, Fukui (1997) menambahkan mengingat besarnyabiaya
kampanye, beberapapartai politik di Jepang jugamensyaratkan pe-
nyediaan danakampanye ol eh kandidat. Amm (2003) menyatakan
bahwabeberapaparta politik di Indonesiajugamensyaratkan penye-
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diaan danapalitik (financial Palitics) oleh kandidat, misanya Parta

Amanat Nasiona (PAN) mensyaratkan danapolitik dari kandidat le-
gidatif untuk kas partai dan untuk dana kampanye yang nantinya
digunakan membdi bendera, membeli kaos. Asfar (2002) mengatakan
bahwa Partal Persatuan Pembangunan (PPP) secaratransparan juga
menentukan juml ah besaran uang sumbangan yang harusdibayar oleh
kandidat legidatif kepada PPP.

Sejalan dengan Fukui, Leijenaar dan Niemoller (1997) me-
ngemukakan bahwapartal politik di Belandajugamempertimbangkan
bebergpaha dalam menentukan kandidat |egidatif:

1. Kaakterigik kemampuan (acquired characteristics) melipuiti:
pembicarayang bak (orator), punyakeahlian khusus, memiliki
semangat dan antusiasmetinggi sertamempunyal pengetahuan
yang dalam terhadap isu-isu politik.

2. Karakteristik yang melekat (inherited characteristic) meliputi:
jeniskelamin, usia, etnisdan penampilan.

3. Tingket orientasi okal (local orientation) meliputi: komitmen
padadaerah pemilihan, popularitasdi tingkat loka, dukungan
massaparta politik dan organisas kemasyarakatan.

4. Agama, normadan nilai (religion, norms, values) meliputi
ketaatan beragama dan kestabilan dalam kehidupan rumah
tangga.

5. Pengdaman politik (political experience) mdiputi pengdaman
politik dan pengalaman sebagal pekerjapartai.

6. Syaratlain-lain (miscellaneous) meliputi mendukungidiologi
partai dan dikend di tingkat nasiond.

Kemudian Catt (1997) jugamengemukakan bahwa pengurus
partai politik di SelandiaBaru jugamenetapkan caonlegidatif meng-
gunakan kriteriaantaralain; tingkat komitmen kandidat terhadap pe-
milihnya, kemampuan memimpinrapat, dikend bak (populer) di daerah,
kestabilan dalam kehidupan rumah tangga, berpendidikantinggi, pe-
ngaaman palitik, pengabdian kepadapartal, di kend di tingkat nasiond,
tingkat kesungguhan, antusiasme, pengetahuan terhadap isu, peluang
menang dalam pemilu, pembicarayang baik (orator), memiliki kepri-
badian dan penampilan yang menarik.
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Sdainitu, di negaratertentu syarat utamayang digunakan oleh
elit partai politik dalam menentukan calonlegidatif addah ciri politik
dinasti dan prinsip patron-client. Kerkvliet (1996) misanya, melihat
bahwarekrutmen kandidat legidlatif oleh partai politik di Filipina
bercirikan rekrutmen politik dinasti dan jaringan patron-client, dimana
anggota kel uarga (saudara, paman, sepupu, anak dan keponakan)
sertaorang-orang yang memiliki hubungan patron-client dengan dlit
partai politik Iebih diutamakan untuk direkrut menjadi kandidet legidatif
dibandingkan kriterialainnya. Sgjalan denganitu, Gaffar (1999) juga
mengemukakan bahwakadangka arekrutmen calon legidatif oleh
partal politik di Indonesialebih mengutamakan pertimbangan patronage
(orang-orang dekat dan loya ) bahkan tidak jarang diantaranyadiambil
dari kalangan AMPI (Anak, Menantu, Ponakan dan Istri) pejabat
ataupundit partai politik dibandingkan kriteriakuditasindividu.

2.Modd Pengambilan Keputusan Akhir dalam Sdeks Calon Legidatif

Norris(1996) membuat klasifikas pengambilan kebijakan akhir
dalam interna partai berdasarkan duaindikator, yakni:

1. Ketat atau longgarnyaelit penentu kebijakan partai dalam
menetapkan calon legidlatif berdasarkan kriteriayang telah
ditetapkan partal. Klasfikasnyaadaah : @) Bureaucrdtic, para
elit partai politik menerapkan kriteria dengan ketat dalam
menydeks caon; b) Patronage, paradit partal md akukansdeks
paracalon secaralonggar (tidak terlalu kaku) dalam menerap-
kan kriteriayangtelah diterapkan partai.

2. Tingkat pengambilan keputusan akhir apakah terpusat pada
penguruspartai ditingkat nasional atau terdesentralisasi pada
pengurusdi tingkat lokd: Klasfikasnyaadadah: @) centralized
decision making, penentu kebijakan rekrutmen calon adal ah
dlit partai di tingkat nasiond (pusat) dantingkat regiond (deerah);
b) localized decision making, penentu kebijakan adal ah kon-
stituen, pengurusparta ditingkat lokal, bahkan parapemilih.

Berdasarkan duaindikator di atas, Norris(1996) menjelaskan
empat tipologi rekrutmen legidatif oleh partai politik, yaitu:
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1. Central patronage, penentu kebijakan adalah paradlit parta
di tingkat nasiona dan daerah dengan caramengimplementas
kriteriacalon legidatif yang telah ditetapkan partai secara
longgar.

2. Local patronage, penentu kebijakan adal ah pengurus partai
di tingkat loka dengan caramengimplementas kriteriacalon
legidatif yangtelah ditetgpkan penguruspartal di tingkat [okal
dan bahkan konstituen partai secaralonggar.

3. Local bureaucratic, penentu kebijakan adal ah parapengurus
partal di tingkat lokal dengan caramengimplementad kriteria
caonlegidatif yang tel ah ditetapkan partai secaraketat.

4. Central bureaucratic, penentu kebijakan addah paradit parta
di tingkat nasiond dengan caramengimplementas kriteriacaon
legidatif yang telah ditetapkan partai secaraketat.

3. Tipe Calon Legidatif dan Orientasi Perilakunya Setelah
Terpilih Menjadi Anggota Legidlatif

Selain kriteriayang disebutkan beberapaahli di atas, Siavelis

dan Morgenstern (2008) menjel askan empat tipecaon legidatif yang

dipertimbangkan partai politik di negara-negaraAmerikal atin, yaitu:

1. Loydisparta (partyloyalis). Kandidat dengantipeini memiliki

loyalitasyangtinggi kepada pribadi pimpinan partai politik

maupun kepadaorganisas parta politik tempatnyabernaung.

Loydisparta sddumenjadi pertimbangan partal politik ketika

modd sdeks caonlegidatif sangat ditentukan secaraterpusat

danketat olendit politik. Kandidat dengantipeloyalisparta

ketikaterpilih akan |ebih mementingkan kepentingan partai

politik tersebut dibandingkan kepentingan kongtituen pemilihnya

2. Pedayan konstituen (congtituens servant). Kandidat memiliki

hubungan yang moderat dengan partai politik (s mpatisan),

namun mempunya pengaruhyang kua padakongtituen, sehingga

mampu mendongkrak perolehan suaraparta politik. Kandidat

dengantipeini akan lebih setiakepadakepentingan kongtituen

pemilihnyadibandingkan padakepentingan parta politiknya.
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Kandidat dengantipeini akan dipertimbangkan menjadi caon
legidtif jikakeputusan penentuan kandidat legidatif dilakukan
oleh partai politik secaraterdesentralisas kepadadlit partai di
tingkat lokal.

3. Pengusaha(entreprenuer). Kandidat ini memiliki rasasetia
yang sangat |lemah terhadap konstituen maupun terhadap partai
politik, hanyamencari dukungan konstituen padamasa-masa
tertentu sga, tanpaingin memdiharal oyditaskonsituen daam
jangkawaktu lama. Kandidat tipeini jikaterpilih akanlebih
mementingkan kepenti ngan pribadinyadibandingkan kondituen
maupun partai politik. Kandidat dengan tipeini dapat terpilih
menjadi calonlegidatif, jikakeputusan menentukan kandidat
dilakukan secaraterdesentralisasi ditingkat lokal, mekanis
perekrutan yangtidak jelas, sangat informal bahkan ditetapkan
jadi cdonlegidatif secaratidak transparan dan danakampanye
diusahakan sendiri oleh kandidat yang bersangkutan.

4. Wakil kdlompok (group delegate). Kandidat ini memiliki loya-
litasyang lebih kepadakd ompok sosd yang bersfat non partai
palitik, misanya wakil kelompok petani, etnik, daerah tertentu
dan lain sebagainya. Kandidat dengan tipeini masih memiliki
loyalitas yang moderat terhadap partai, namun dalam kondis
tertentujikaterpilinmenjadi calonlegidaif, biasanyalebih setia
kepadake ompoknyadibandingkan partai politik.

C.Adopsi Teori Rekrutmen Calon Anggota L egidatif
Pendlitian mengena mengena model rekrutmen calonlegidatif
oleh partal politik dan pengaruhnyaterhadap perilaku anggotalegidatif
satelah terpilih di Indonesia, memangjarang ditemukan. Olehkarena
itu penulis mencobameramu berbagai teori dan asums utamayang
dikemukakan olen paraahli di atasagar model rekrutmen calonlegidatif
yang digunakan oleh partal politik sehubungan dengan perilaku anggota
legidatif setelah terpilin di kabupaten dan kotadi Provins Riau dapat
|ebih mudah dipahami. Beberapakes mpulanteori paraahli yang men-
dasari pembentukan mode :
1. Padadasarnyasetiap partal politik dalam menentukan calon
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legidatif yang akan diusungnyada am pemilu mensyaratkan
kandidat memenuhi kriteriaumum cukup banyak dan beragam.
Padatahap ini masih banyak kandidat yang berpel uang menjadi
caonlegidatif di setigp partai politik.

. Kemudian parta politik mengerucutkan calonlegidatif sesuai

kuotayang bisadiusulkan sesual aturan perundangan dengan

caramenye eks kandidat yang memenuhi persyaratan umum

tersebut kepadakriteriakhusus yang paling di pertimbangkan
oleh setigp partal palitik dadam menentukan cadonlegidatifnya.

Penentuan kandidat dengan kriteria khusus tersebut dapat

diwakili oleh 4 kategori berikut:

a. LoyalisPartal. Partai politik dengan sengajamenetapkan
kandidat legidatif yang telah memenuhi beberapakriteria
umum dan memenuhi kriteriautamayakni loya sebagai
anggotamaupun sebaga pengurus partai politik tersebut.

b. Pelayan konstituen. Partai Partai politik dengan sengagja
menetapkan kandidat legidatif yang telah memenuhi be-
berapakriteriaumum dan memenunhi kriteriautamayakni
mempunya bas smassayang luassehinggaakan menambah
perolehan suarapartai.

c. Pengusaha. Partai Parta politik dengan senggamenetap-
kan kandidat legidatif yang telah memenuhi sedikit kriteria
umum tetapi memenuhi kriteriautamayakni memiliki ke-
dekatan secarapribadi dengan pengambil kebijakan yang
menentukan di ddam partal aaupun bisamemberikan sum-
bangan berupa uang, barang dan materi lainnya yang
dianggap bermanfaat bagi partai politik.

d. Wakil kelompok. Partal Partai politik dengan senggame-
netgpkan kandidat legidatif yang tedah memenuhi beberapa
kriteriaumum dan memenuhi kriteriautama, yakni me-
rupakan tokoh yang berpengaruh dalam sebuah organi-
sasi di luar partai dengan harapan anggota organisasi
tersebut turut memberikan dukungan kepadaparta politik
tersebut.

. Indikator seanjutnyaaddahmodd penentuankandidat legidatif

oleh partai politik sebagal berikut :
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a. Jikakeputusan menentukan calon legidatif terpusat di
tangan segdintir dit partal di pusat maupundi deerahmddui
mekanismeyangje asdengan kriteriaketat dan kaku, maka
akanterpilih kandidat loyalis partai yang akan ditetapkan
menjadi calonlegiddtif.

b. Jkakeputusan menentukan caonlegidaif terdesentraisas
padaelit partai di daerah melaui mekanismeyangjelas
dengan kriteriatidek terlau ketat dengan harapan dukungan
konstituen semakin tinggi, makaakan terpilih kandidat
pel ayan konstituen yang akan ditetapkan menjadi calon
legidatif.

c. Jkakeputusan menentukan calonlegidatif terdesentraisas
padadlit partai di daerah melaui mekanismetidak jelas
dengan kriteriayang sangat longgar, makaakan terpilih
kandidat pengusahayang akan ditetapkan menjadi caon
legdatif.

d. Jkakeputusan menentukancalonlegidatif terdesentralisas
pada€lit partai di daerah melalui mekanismeyang jelas
dengan kriteriatidak terlalu ketat dengan harapan men-
dapat dukungan dari kelompok tertentu, makaakanterpilih
kandidat pelayan kongtituen yang akan ditetgpkan menjadi
caonlegidatif.

4. Tahapsdanjutnyamode hubungantipekandidat legidatif dan
perilakunyasetelahterpilih:

a. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama
karenaloyalisparta makasetelah terpilihiaakan lebih
cenderung mendahul ukan kepentingan partai politik di-
bandingkan kepentingan kongtituen pemilihnya.

b. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama
karenapel ayan konstituen, makasetelah terpilihiaakan
| ebih cenderung mendahul ukan kepentingan konstituen
pemilihnyadibandingkan kepentingan partai politiknya.

c. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama
karenapengusaha, makasetel ah terpilihiaakan |ebih cen-
derung mendahul ukan kepentingan pribadinyadibanding-
kan kepentingan konstituen maupun partai politiknya.
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d. Kandidat yang ditetapkan dengan pertimbangan utama
karenadianggap sebagai wakil kelompok tertentu dengan
harapan partal mendapat dukungan dari anggotaorganisas
tersebut mekasetel ah terpilihiaakanlebih cenderung men-
dahulukan kepentingan organisas dibandingkan kepen-
tingan parta politiknya
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